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WALI KOTA GUNUNGSITOLI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 7 TAHUN
2018 TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK PEMERINTAH KOTA

Menimbang

Mengingat

GUNUNGSITOLI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 126 ayat (1),
Pasal 127 ayat (1) dan Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah;

bahwa dalam rangka memberikan pedoman pengelolaan
rekening milik pemerintah daerah yang efektif, efisien,
akuntabel dan terintegrasi dalam suatu peraturan, maka
Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Kota
Gunungsitoli, perlu diubah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiamana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali
Kota Gunungsitoli tentang Perubahan Atas Peraturan Wali
Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pengelolaan
Rekening Milik Pemerintah Kota Gunungsitoli;

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);

Undang-Undang  Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4400);

Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2008 tentang Pembentukan
Kota Gunungsitoli di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 184,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4931);



Menetapkan

10.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234),
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
06757);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Daerah Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2012
tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN WALI KOTA GUNUNGSITOLI NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG PENGELOLAAN REKENING MILIK PEMERINTAH KOTA
GUNUNGSITOLI.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Gunungsitoli Nomor 7 Tahun 2018
tentang Pengelolaan Rekening Milik Pemerintah Kota Gunungsitoli, diubah sebagai

berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6, angka 10, angka 11, angka 16, angka 17, angka 18,
angka 20, angka 23, angka 24, angka 25 diubah dan angka 22 dihapus,
sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1.

2.
3.
4

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Daerah adalah Kota Gunungsitoli.

Wali Kota adalah Wali Kota Gunungsitoli.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Gunungsitoli.

Pemerintah Kota Gunungsitoli adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah
sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gunungsitoli.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang
serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah
berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat
APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang
dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintahan Daerah dan DPRD dan
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan
Perwakilan Daerah dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang
melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD
adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan
APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang
Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh
Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada
bank yang ditetapkan.

Rekening Perangkat Daerah adalah rekening milik Perangkat Daerah yang
dibuka pada Bank untuk digunakan dalam pelaksanaan APBD.

Rekening Penerimaan adalah Rekening pada Bank Umum yang
dipergunakan untuk menampung uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD.

Rekening Pengeluaran adalah rekening pada Bank yang dipergunakan
untuk menampung uang bagu keperluan belanja daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada perangkat daerah.

Rekening Lainnya adalah Rekening Giro dan / atau deposito pada Bank
yang dipergunakan untuk menampung uang yang tidak dapat ditampung
pada rekening penerimaan dan rekening pengeluaran berdasarkan tugas
dan fungsi perangkat daerah.

Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD
yang bertindak dalam kapasitas sebagai BUD.

Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan tugas
BUD.

Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima,
menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggung-
jawabkan uang Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada
SKPD.
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Bendahara Penerimaan Pembantu adalah adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada unit kerja perangkat daerah.

Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima,
menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggung-
jawabkan uang untuk keperluan Belanja Daerah dalam rangka
pelaksanaan APBD pada SKPD.

Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat fungsional yang
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan,
dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah
dalam rangka pelaksanaan APBD pada unit kerja perangkat daerah.
Dihapus.

Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang
ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan
Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah.

Rekening Kas Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RKUD adalah
rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala
daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar
seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.

Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah
sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit
satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam
memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas
dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan
Pengelolaan Keuangan Daerah pada umumnya.

Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam
bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk
kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan
taraf hidup rakyat banyak.

Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara
konvensional dan/ atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam
kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

Bank Persepsi adalah bank umum yang ditunjuk oleh menteri keuangan
untuk menerima setoran penerimaan negara bukan dalam rangka impor,
yang meliputi penerimaan pajak, cukai dalam negeri dan penerimaan
bukan pajak.

Ketentuan Pasal 26 ayat (1) diubah dan disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a),
sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut :

(1)

Pasal 26

Perangkat daerah yang telah mempunyai rekening akan tetapi belum
mendapatkan persetujuan dari Wali Kota melalui BUD, perangkat daerah
tersebut harus mengajukan permohonan pembukaan rekening untuk
selanjutnya rekening bank dimaksud ditetapkan dengan Keputusan Wali
Kota;



(l1a) Rekening Bank Perangkat Daerah yang mengalami perubahan nama

(2)

)

rekening tanpa merubah nomor rekening Bank, agar melaporkan kepada
Walikota Gunungsitoli melalui BUD dengan melampirkan Surat keterangan
Bank;

Perangkat daerah yang mempunyai rekening dan sudah tidak
dipergunakan sebelum berlakunya peraturan ini harus mengajukan
permohonan penutupan rekening;

Rekening yang tidak dipergunakan sebagai akibat terjadinya penataan
Perangkat Daerah yang bersangkutan digabung/dihapus sebelum
Peraturan Wali Kota ini berlaku, maka penutupan rekening tersebut
dilaksanakan oleh BUD.

Pasal II

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada saat diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Gunungsitoli

Ditetapkan di Gunungsitoli
pada tanggal 28 Maret 2022

WALI KOTA GUNUNGSITOLI,
ttd

LAKHOMIZARO ZEBUA

Diundangkan di Gunungsitoli
pada tanggal 28 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH
KOTA GUNUNGSITOLI,

ttd

OIMONAHA WARUWU

BERITA DAERAH KOTA GUNUNGSITOLI TAHUN 2022 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPAL

BAGIAN HUKUM

SETDA KOTA GUNUNGSITOLI,

4

RAHMAT KASIH ZEBUA, SH.,M.Si
PENATA TK. I
NIP. 19881107 201101 1 007



